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PENYEBAB UTANIA KONFLIK DAN KEKERASAN
Penyebab utama konflik di Aceh yang sekarang berlangsung mempunyai akar sejarah yang panjang yang merupakan akumulasi ketidakadilan dalam bidang politik, sosial-agama, eknomi dan HAM. Di era Sukarno, Aceh sebagai "daerah modal" kemerdekaan mengalami kekecewaan melalui "degradasi politik" dimana terjadi penurunan status propinsi Aceh. Setelah itu janji perdamaian dengan keistimewaan dalam agama dan pendidikan tidak pula dilaksanakan.  Pada era Suharto Aceh telah berperan sebagai "daerah modal" pembangunan.  Konflik Aceh mendapat dimensi baru dengan adanya minyak dan gas pada tahun 1970an dimana pusat memperoleh keuntungan yang sangat besar dibandingkan dengan bagian Aceh (kurang dari 5%). Kesan "Air Susu dibaias Air Tuba" pernah dikemukakan sebagai perlakuan pusat pada Aceh.
Pada saat itu (1976) muncul pula pemberontakan Hasan Tiro yang bermula di Pidie namun pemerintah dapat memperlemahnya sampai tahun 1980an. Suatu peristiwa penting yakni DOM (1989-1998) telah menghasilkan korban warga sipil yang dibunuh, terluka, disiksa, diperkosa maupun hilang. Konflik antara pemerintah (34.000-40.000 tentara) dengan GAM (3.000 pasukan dan 5.000 pendukung/c/andesf/ne, data tahun 2001, sementara data terakhir, 2004: "ratusan orang"1) yang terjadi sekarang merupakan kelanjutan konflik sebelumnya.  Daerah utama konflik ini merupakan kabupaten dengan persentase penduduk miskin yang tinggi, yakni Pidie (40.1%); Aceh Utara (60%) dan Aceh Timur (44.5%). Operasi militer "tertutup" dan tanpa kontrol ini menghasillan penyimpangan yang justru menyuburkan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah. Peristiwa ini merupakan pola baru ketidakadilan dimana terjadi pelanggaran HAM massal yang berlangsung relatif lama.
Konflik pemerintah dengan masyarakat
Masalah konflik di Aceh tidak dapat dibatasi hanya pada konflik dengan kekerasan (bersenjata) namun juga menghasilkan konflik non-kekerasan yang dilakukan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat. Konflik tanpa kekerasan antara masyarakat dengan pemerintah propinsi dan pusat yang muncul setelah Reformasi 1998 yang telah memperlemah posisi pemerintah pusat sehingga memberi ruang gerak bagi masyarakat di Aceh.  Gerakan masyarakat sipil ini berevolusi dari tuntutan yang moderat sampai radikal.2 Pada awalnya tuntutan yang dikemukakan oleh Dewan Ulama pada 28 Mei 1998 adalah pencabutan DOM. Tuntutan serupa diajukan oleh Mahasiswa (Komite Aksi Reformasi Mahasiswa Aceh) pada tanggal 11 Agustus 1998 dimana mereka menuntut agar korban diberi kompensasi dan para pelaku dihukum.  Pada tanggal 10 Desember 1998, tuntutan mahasiswa mencakup 80% dari hasil sumber alam, amnesti dan abolisi bagi tahanan politik dan hukuman bagi pimpinan militer. Pada 7 Januari 1999, tuntutan diajukan oleh Gubernur, Komandan Korem, DPRD, dan Rektor universitas yang berisi 5 hal yakni: pengusutan pelanggaran HAM di era DOM; amnesti dan rehabilitasi semua tahanan politik, pelaksanaan otonomi luas dan pemberian 80% dari hasil sumber daya alam; pelaksanaan Syariah; dan dukungan pada Presiden Habibie dan integrasi Indonesia. Sementara itu permintaan untuk Referendum mulai dikumandangkan pada 4 Februari 1999 oleh Kongres Mahasiswa dan Pemuda. Selanjutnya tuntutan "Referendum" ini diulang dalam pertemuan massal pada 8 November 1999. Respon pemerintah pusat berupa pemberhentian DOM, melaksanakan UU Otsus (No.18/2001), dimana Aceh mempunyai bendera sendiri, pemilu lokal, Wall Negara, pengadilan Syariah, dan kontrol sebagian atas Polish Demikian pula Aceh akan memperoleh peningkatan dalam penerimaan hasil dari minyak dan gas.  Namun tuntutan masyarakat lainnya seperti penegakan hukum bagi pelanggar HAM, serta pencabutan 'Darurat Sipil" masih belum dipenuhi.
Secara umum dapat dikatakan bahwa penyebab utama konflik lebih terletak pada pemerintah pusat yang tidak sensitif dan responsif pada keadaan dan tuntutan masyarakat Aceh. Konflik yang dilakukan oleh masyarakat Aceh lebih merupakan "reaksi" atas "aksi"

ketidakadilan pemerintah pusat dalam bidang politik, sosial, agama, ekonomi dan HAM yang berulangkali terjadi. Dengan demikian solusi mendasarnya ("Rekonstruksi dan Restrukturisasi Sosial") haruslah dilakukan dalam berbagai bidang tersebut.
DAMPAK KONFLIK PADA PEMBANGUNAN
Secara umum dapat dikatakan bahwa konflik menghasilkan kerugian yang terbesar pada penduduk sipil dalam bidang jiwa, harta benda, infrastruktur sosial dan ekonomi. Selain itu konflik ini telah menurunkan rasa percaya ("trust') warga pada pemerintah pusat yang ditandai dengan adanya keinginan untuk "referendum" dan "separatisme."
Dampak konflik di Aceh terlihat pada berbagai dimensi kehidupan sosial. Korban pada warga sipil selama DOM adalah 1.321 (Forum Peduli HAM); 781 (Tim Pencari Fakta Komnas HAM). Selain itu pada periode Darurat Militer I dan II serta Darurat Sipil I jumlah warga tewas adalah 592 dengan 151 hilang sementara GAM kehilangan 2.486 anggotanya.3 Selain itu 14 ribu perempuan Aceh kehilangan suaminya dan 58.127 anak menjadi yatim dan piatu.4 Dampak konflik juga terlihat pada kehadiran pengungsi yang pada suatu saat pernah mencapai sekitar 100 000 orang (Juni 2003) walaupun pada bulan Juli 2004 tinggal sekitar 2000 orang.  Selain itu konflik ini mempunyai dampak strategis yakni turunnya tingkat gizi balita (antara lain tinggi badan yang menurun 11 cm pada 2003 dibanding 1997). Kerusakan yang terjadi terlihat pula pada terbakarnya sekolah (1.158) dan rumah (23.000, walaupun separuhnya telah dibangun kembali).7
Dalam bidang ekonomi, konflik ini telah merusak potensi pembangunan di Aceh dan Aceh menjadi propinsi termiskin setelah Papua, Maluku, Gorontalo dan Nusatenggara Timur.  Demikian pula akses pada air bersih 48.5%, akses kesehatan dibawah 38.5 % dan balita kekuarangan gizi adalah 35.2%8 Selain itu beberapa industri di Aceh mengalami kesulitan seperti LNG Arun, Pupuk Iskandar Muda, Pupuk Asean dan Kertas Kraft Aceh. Konflik juga berdampak negatif pada pertanian dimana lebih dari 250.000 ha perkebunan kopi menjadi terbengkelai.9
Konflik dan kekerasan yang terjadi telah menurunkan tingkat kepercayaan warga Aceh pada pemerintah pusat. Sebuah polling menunjukkan bahwa 51.5% responden memilih pisah dari Indonesia ("separatisme"); 23.4%, otonomi khusus; dan 16.2%, federalisme.10 Konflik ini telah menimbulkan geajala baru yakni tuntutan "separatisme" oleh beberapa kabupaten menjadi dua propinsi baru yakni Aceh Selatan dan Barat serta Aceh Leuser Antara.11 Demikian pula konflik ini telah melumpuhkan sebagian mesin birokrasi pemerintah.  Namun dengan adanya darurat militer GAM mengalami kemunduran dimana daerah yang mereka kontrol (daerah "Hitam") berkurang dari 1.093 ke 22 (18.6% ke 0.38%) sementara daerah "Putih" (dikontrol pemerintah) meningkat dari 3.115 menjadi 5.081 (53.1% ke 86.7%). Sementara itu daerah "Abu-abu" (dikontrol sebagian oleh GAM) telah menurun dari 1.654 ke 759 (28.2% ke 12.9%).12
Dampak konflik dengan kekerasan ini dapat pula bersifat menguntungkan bagi beberapa pihak tertentu. Konflik yang berkaitan dengan "chaos" adalah kesempatan untuk KKN yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang melibatkan para pengusaha. Jumlahnya diduga mencakup 2.7 tiriliun rupiah yang terjadi dalam 68 proyek.13 Keadaan ini diduga melibatkan Gubernur Aceh, mantan anggota DPRD serta mantan Walikota Banda Aceh.14 Selain itu KKN ini diduga pula terjadi dalam Polri dimana (dengan dugaan senilai 430 milyard rupiah) serta TNI (dugaan dalam proyek senilai 1.2 triliun rupiah/proyek "Pemulihan Keamanan"; dan dalam proyek senilai 158 milyard rupiah/"Dana Darurat Militer").15 KKN ini menghasilkan demoralisasi dan dapat mengundang semua pihak untuk melakukannya. Selain KKN dalam anggaran negara, konflik juga menghasilkan "bisnis keamanan" ("uang keamanan," ganja, senjata, kayu, kopi, perikanan) yang merugikan publik baik yang dilakukan oleh TNI-Polri.16 Hal serupa seperti "uang keamanan" dilakukan pula oleh GAM terhadap penduduk dan perusahaan asing, seperti Exxon.
Jelaslah bahwa konflik di Aceh berdampak negatif bagi publik secara keseluruhan namun terdapat pula berbagai pihak yang berkepentingan dan mendapat keuntungan dari konflik.  Solusi mengatasi konflik harus secara tegas ("schok therapy") adalah mengurangi dan menghilangkan keuntungan pihak pihak ini pada masa depan serta meminta petanggungjawaban mereka pada masa lalu.
ISSU STRATEGIS BAGI DARURAT SIPIL DAN MASA DEPAN ACEH
Pembahasan diatas menunjukkan bahwa strategi pembangunan yang salah telah menghasilkan konflik kekerasan dan non-kekerasan yang berdampak pada publik.  Untuk masa
depan strategi pembangunan yang berdasarkan aspirasi publik diharapkan akan menghasilkan perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan.
Rekomendasi bagi Perdamaian (Konflik antara pemerintah dan GAM)
*Memperjelas indikator keberhasilan "Operasi Terpadu" (Kemanusiaan, Penegakan Hukum, Pemulihan Keamanan, Pemantapan Pemerintahan Daerah) sehingga dapat dihasilkan gambaran obyektif apakah (sebagian) Aceh telah dapat menjadi "Tertib Sipil."
"Menawarkan insentif politik bagi GAM dengan member! kesempatan pada mereka untuk terlibat dalam pemilu nasional dan lokal (legislatif dan eksekutif).  Dalam hal ini harus dimungkinkan mereka untuk berpartisipasi melalui parpol lokal dan sebagai tokoh independen dalam pemilu tersebut.
*Menawarkan amnesti dan abolisi bagi GAM yang kembali; namun perlu kejelasan dan kepastian yang dipantau oleh pihak independen.
*Mempertimbangkan didirikannya "Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi" Lokal.
*Mengatasi berbagai pihak yang mengambil keuntungan dari konflik ("bisnis keamanan").
Rekomendasi bagi Pembangunan (Konflik antara pemerintah dan masyarakat)
*Mengutamakan dialog yang melibatkan masyarakat "akar rumput" sehingga dapat diambil keputusan yang sesuai dengan aspirasi mereka. Dalam hal ini peran anggota DPR/D dan DPD menjadi penting.
*Meneguhkan Otonomi Khusus dalam Konstitusi (Amandemen) sehingga memperoleh dasar hukum dan politik yang kuat sehingga tidak dapat di"ganggu" oleh peraturan yang lebih rendah.
*Mendukung wakil rakyat (DPR/D) untuk lebih aspiratif dan melakukan kontak dengan warga pemilih mereka. Mereka diharapkan dapat berfungsi sebagai Komnas HAM Daerah bagi warga pemilihnya.
*Membangun lembaga independen yang memantau pelaksanaan Otonomi Khusus.
*Memilih Wali Negara sebagai simbol masyarakat Aceh
*Mempersiapkan Pilkada agar berjalan dengan jurdil
*Meningkatkan transparansi dan memberantas KKN dengan membuat KPKDaerah dan memberdayakan lembaga penegak hukum (polisi, Jaksa dan hakim).
*Membangun dan mengembangon Badan Perwakilan Desa dan Dewan Keluarahan untuk membantu peningkatan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.
*Memberi kompensasi yang layak bagi korban konflik.
*Melaksanakan "Transitional Jus:ice" untuk mengubah Perdamaian negatif ("Negative Peace") ke Perdamaian Positif ("Positive Peace"), dimana tercakup penegakan hukum yang tegas dan jelas bagi para pelanggar HAM.
*Memberi dukungan pada media 'okal dan akses publik pada informasi, misalnya dengan mendirikan Komisi Penyiaran Daerah.
*Meningkatkan akses perempuan dalam pengambilan keputusan dalam Majelis Ulama.
*Memberikan dukungan pada UKM, misalnya peternakan ayam dan bebek sebagai usaha industri rumah tangga.
*Mengembangkan program 'Corporate Social Responsibility" bagi perusahaan besar.
*Mengupayakan kesempatan agar warga lokal (dan pemerintah lokal) dapat memiliki saham dalam berbagai usaha industri (tambang, minyak, hutan). Kebijakan ini mengubah masyarakat dari hanya sekedar "stakeholders" menjadi "shareholders."
* Mengembangkan berbagai organisasi perempuan sebagai peserta aktif dalam semua lapisan kehidupan.
*Membangun unit pemantauan terpadu yang independen (universitas, BPS, LSM, media) yang mengumpulkan data dan melaporkan secara rutin keadaan sosial seperti kemiskinan, pelanggaran HAM dan pembangunan.
*Mengembangkan program peningkatan gizi bagi balita.
*Membangun dan mengembangkan unit (termasuk yang mobil) untuk mengobati trauma anak-anakdan perempuan korban perang/kekerasan.
*Membangun dan mengembangkan fasilitas pendidikan (universitas) dan kesehatan (rumah sakit) yang setara atau bertaraf nasional/ASEAN.
*Memperbanyak pemberian beasiswa untuk siswa/mahasiswa agar melanjutkan kuliah di universitas nasional atau di luar negeri
*Meningkatkan fasilitas kehidupan (air bersih, MCK, lisitrik) bagi warga terutama yang di daerah miskin.
*Mengadakan dan mengembangkan kerjasama antar kota ("sister city") dan kecamatan di Aceh dengan kota2 dan kecamatan2 di Indonesia. Kerjasama ini dapat diperluas ke pendidikan (universitas, SLTA, SLTP); rumah sakit; UKM, organisasi perempuan, dll. Kerjasama ini diharapkan dapat memberi dukungan sosial bagi berbagai lembaga sosial di Aceh.
*Mendukung upaya pembangunan dari lembaga lembaga internasional; dan hal ini juga merupakan bahwa Aceh telah menjadi daerah yang lebih aman.
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